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Menimbang

Mengingat

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 7T TAHUN 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun
dan mengajukan Peraluran Daecrah tentang APBD,
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kcpada DPRD untulk dibahas bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana yang
dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daeroh Tahun 2017 yang dijabarkan
kedalam kebijakan nmum APBD serta prioritas dan plafon
anggaran yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan DPRIDD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
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Indang-TUndang Nomor 17 Tahun 2003 teniang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47,
Tambahan Tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara [lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4355);

Undang-Undang Nomor 153 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanvan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonmesia Tahun 2004 Nomor €6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisiemn
Perencanaan Pembeangunsn Nasional (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
EKeuangan Anilara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
[Lembaran Nepgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1206,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retmbusi Daerah [Lembaran Negara Republilh Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor «U4Y4),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indoncsia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan
Daerah (Lemboroam Negara Republile Indonesia Tahiin 2014 Momor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoniesia Nowmor 53587
sehagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 [lembaran Negara Republk
Indoncsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daeral dan Wakil Kepala Tacrah (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028]);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keusngan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomon
4416) scbhagamana telah diwhabh heberapa kali teralkhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502| schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Puraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4570,
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia MNomor 4576) scbagaimana telah diubah dengan
Perahiiran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republlik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
MNesara Hepublik Indonesia Nomor 5156);

. Peratmiran Pemerintah Nomor 58 Tghun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tcntang Pedoman
Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelavanan Minimal (Lembaran
Megara Hepublik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43835);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan DPenyclenggarasn [Pemernintahan
Daerah (Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Kepubhk Indonesia Nomor
4593):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 leniang DPelaporan
Keuangan dan Kincrja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 16 11);

Peralvran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tcntang Pengelolaan
Llang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negoura Republik Indonesia
MNomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
FPecmberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Majak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161});

. Peraturan Pemerntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Altuntansi Pemernntahan (Lembaran Negara Rcepublik Indoncsia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Nacrah (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tabhun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Dacrah

(Lembaran MNegara Republik Indoncsia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5272);

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (entang
Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberupa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tabun
20011 NMomor 310);

. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoeman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang bersumber
dari Angparan Pondapatan dan Delanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Megen Nomor 14 ‘Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indomesia
Tabun 2016 Nomor 541);



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggarvan Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angearan 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

30, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Metro (Lembaran Dacrah Kota Metro Tahun 2016
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Meuo
Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEREWAKILAN RAKYAT DAERAH KEOTA METRO
dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1
Anguaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2017 sebagai
boernkual :
1.  Pendapatan Ep. 819.354.761.408,-
2. Bcelanya Rp. 843.771.597.135.-
Surflus (Defisit) (Rp.24.416.835.727,-
3. Pembiayaan Dacrah :

(1)

(2)

4. Penerimaan Ep. 25.916.835.727 -
b. Pengeluaran. Rp. 1.300.000.000,-
Pembiayaan Netto Ep. 24 .416.835.727 .-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. Nihil
Pasal 2

Pendapatan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lerdin dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 127.386.258.021,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 631.263.755.000,-
¢. Lain-Lain Pendapalan Dacrah yang

sah sejumlah Rp. 60.704.748.387 -

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurafa
terdiri dari jenis pendapatan :

a.
b.
i3

d.

Pajalt Daerah sejumlah Rp. 15.642.431.310,-
Reiribus: Daerah sejumlah Rp. 6.067.270.000,-
Hagil Pengelolaan Kckayaan Daerah yang Rp.  4.418.100.707,-

dipisahkan sejumlah
Lain-Lain Pendapalan Asli Daerah
vang sah sejumlah Kp. 101.258.456.004 -
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Dana Perimbangan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapalan :
a. DNana Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 27.398.008.000,
k. Dana Alekasi Umum scjumlah Rp. 463.881.055.000,-
c. Dana Alokasi Khusus scjumlah Rp. 139.984.692.000,-

Lain-Lain Pendapatan Dacrah vang sah sebagaimana dimalksud pada ayat (1) hurnf ¢
terdiri dari jenis pendapatan ;
a. Dana Bagi Hasil Pajak dar Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 53.204 748387 -
b. Dana Penyesuaan Olonomi Khusus sejumlah Ep. 7.500.000.000,-
c. Pendapatan Lain-Lain sciumlah Rp. -
Pasal 3
Belanja Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumiah Ep. 365.938.247 934 -
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 477.833.349.201,-

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huraf a terdiri dari jenis
belatja :

a, Belanja Pegawai scjuinlah Ep. 358.295.514.934 -
b. Belanja Hibah sejumlah Ep. 4 420 800.000.-
c. Belanja Bantuan Sosial scjumlah Rp. 0,-
d. Belanja Bantuan Keuangam kepada

Provinsi/Kabupaten /Kota dan

Pemerintahan Desa Rp. 2.721.933.000,-
c. Belanja Tidak Terduga sejumlah R 500.000.000,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural b terdin dari jenis
belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 37.909.861.966.-

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 250.419.546.407 ,-

¢. Belanja Modal sejumlah Rp. 189.503.940.828,-
Pasal 4

Pembiavaan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdini dani -

a. Penerimaan sejurnlah Rp. 25.916.835.727,-

b. Pengeliaran sejumlah Ep. 1.500.000.000,-

Penerimaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdind dari jenis
pombisyaan:
a. Sisa Lebih Perhilungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya scjumlah Rp. 25.916.835.727,-
b. Penerimaan Pinjaman Dacrah sejumlah Rp. -

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lerdid dari jenis
pembiayaan ¢
a. Penyertaan Moedal (Investasi) Pemerintah
Daerah sejumlah REp. 1.500.000.000,-
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Ep. -
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Pasal 5

Uraian lebih lamjul Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah schagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yeng merupakan bagian vang tidak lerpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dard ;

.
2.

on

c ®m =N o

Lampiran I

Lennpniran 11
Lampiran 11
Lampiran TV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII
Lampiran [X

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menumt Urisan Pemenntaban Daerab dan
Crrganisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Crgaousas,
Pendapatan, Delanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemennizhan Dacrah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Kesclarasan dan Keterpaduoan
Urusan Pemerintahan Dacrah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara,

Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
Dallar Piutang Dacrah;
Daltar Ponvertaan Modal (Investasi) Daerah;

Diaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Dacrah;

Pasal 6

Walikola menclapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan aperasional pelakssnaan APBD Tahun Anggaran 2017,

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam kembaran Daerah Kota Metro.

Ditclapkan di Metro
pada Langgeal: .?‘?r dﬂ";ﬁh‘\bﬂ 2016

WALIKOTA METRO,

—aa o,

ACHMAD PAIRIN

Dimaﬁ.ﬁ-ﬁqm_—_;m e e i e |
pada tanggal: 9"'

ket (e 2016

NOMOR REGTSTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSL LAMPUNG; (f6/MTR/2016)



